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SINOPSIS 

Desa pada umumunya belum mempraktekkan governnce . Hal ini bisa dilihat dari 
tingakat partisipasi dimana masyarakat yang merupakan sebuah elemen penting dalam 
pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Di 
dalam responsivitas pemerintah desa banyak yang kurang mampu menanggapi apa yang 
menjadi  aspirasi dari masyarakat, sehingga pemerintah desa tidak mampu juga untuk 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu respon 
pemerintah terhadap aspirasi seperti ide-ide dari masyarakat kadang tidak diindahkan 
yang kemudian mengakibatkan pembangunan desa menjadi tidak sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan selama ini masih 
belum bisa memuaskan masyarakat, terkadang masyarakat dipersulit dengan banyaknya 
alasan yang sering pemerintah desa berikan  sehingga sangat merugikan masyarakat. Di 
bidang transparansi masalah yang sering dialami oleh pemerintah desa adalah 
ketidakmampuan kepala desa dan staf-stafnya dalam mambuat perencanaan desa, serta 
tertutupnya informasi sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh informasi dengan 
jelas. Dengan transparani jelas menguarangi ketidakpastian dalam proses pengamblan 
keputusan dan implementasi kebijakkan publik di desa. Akuntabilitas pemerintah desa 
dalam bentuk laporan pertanggunjawaban kadang hanya diketahui oleh perangkat desa 
dan Badan Permusyawaratan Desa dan kadang pula muncul permasalahan akibat tidak 
jelesnya pertanggungjawaban pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut peneliti 
ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktek governance di desa.  

Rumusan masalah skripsi ini adalah “Bagaimana Praktek Governance di lihat dari 
partisipasi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas Di Desa Kemiri, Kecamatan 
Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta?”  

 Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha 
menggambarkan objek penelitian apa yang sesuai dengan data yang diperoleh. Unit 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini pemerintah desa Kemiri. Obyek penelitian 
adalah praktek Governance di desa Kemiri, sedangkan Subyek  penelitian adalah 5 
perangkat desa dan 5 masyarakat umum desa Kemiri.  Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan  observasi, interview, dan dokumentasi. Jenis data yang diperoleh 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara 
langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 
yang tersedia di lokasi enelitian termasuk hasil pengamatan peneliti. Tekniks analisi 
data menggunakan kualitatif.  

 Setelah melakukan penelitian pada pemerintah desa Kemiri, maka peneliti 
berkesimpulan bahwa praktek governance di desa Kemiri sudah berjalan dengan baik. 
Namun  masih terdapat beberapa kelemahan. Pertama, partisipasi masyarakat belum 
mampunyai jalur yang jelas karena yang terjadi selama ini partisipasi masyarakat di 
lakukan melalui musyawarah di tingkat padukuhan. Kedua, responsive, pemerintah 
belum mempunyai inisiatif agar turut dalam repat-rapat di padukuhan. Karena dalam 
rapat-rapat padukuhan masyarakat akan menyampaikan ide-idenya. Dengan terjun 
langsungnya pemerintah desa maka aspiarsi dari masyarakat dapat didengarkan secara 
langsung.  Ketiga, transparansi pemerintah desa kememiri sudah cukup baik,  hal ini 
dilihat dari adanya rencana anggaran belanja yang diberikan kepada padukuhan apabila 



xiii 
 

ada pembangunan/kegiatan. Seperti yang terjadi di padukuhan Gebang. Ini merupakan 
salah satu contoh keterbukaan pemerintah desa Kemiri terhadap masyarakatnya. Hanya 
saja masih didapati kelemahan yaitu belum dimanfaatakannya lembaga-lembaga yang 
ada di desa di dalam upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat, selain itu 
pemanfaatan sarana-sarana public belum efektif.  Keempat, pertanngungjawaban 
pemerintah desa Kemiri terhadap penggunaan dana serta kegiatan-kegiatan yang telah 
dilaksanakan sudah ada. Hal ini dapat dilihat dalm bentuk sebuah laporan 
pertanggungjawaban yang tertuang dalam  Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 
2016. Laporan tersebut akan di sampaikan juga kepada nasyarakat melalui rapat 
padukuhan.  

Pemerintah desa Kemiri didalam menjalankan roda pemerintahannya harus benar-benar 
berpihak kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran 
.pemerintahan desa. 

 

Kata Kunci: Governance, Partisipasi, Resposivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas 
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,BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah Negara yang menganut 

sistem demokrasi di dalam penyelenggaraan pemerintahannya dimana dalam tata 

penyelenggaraan pemerintahan berbagai elemen dapat turut terlibat, mempengaruhi dan 

mengarahkan dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama.  

Begitupun yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nilai-nilai 

demokrasi harus diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan. Masyarakat 

mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat Desa, misalnya dalam rapat-rapat di tingkat desa maupun dalam 

pembangunan secara fisik. Akan tetapi hal-hal tersebut belum tampak dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini. Tidak lancar dan berjalannya pemerintah 

desa salami ini sangat di pengaruhi oleh berbagai factor di antaranya adalah partisipasi 

masyarakat, responsivitas pemerintah desa, transparansi pemerintah desa, dan 

akuntabilitas pemerintah desa. Ke empat hal tersebut sangat mempengaruhi 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

  Hal ini berdasarkan  Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2015 yang  dikembangkan 

oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada pertengahan 2015. Dengan 

menggunakan 3 domain: sosial, ekonomi, dan ekologi teridentifikasi 174 desa mandiri. 

Indeks merupakan penilaian dari 54 indikator.  Pengukurang ini menunjukkan 

bahwa baru terdapat 174 (0,24%) desa dengan status mandiri dari 73.709 desa yang 
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diukur. Sisanya berada pada status desa sangat tertinggal 13.453 desa (18,25%), desa 

tertinggal 33.592 desa (45,57%), desa berkembang 22.882 desa (31,04%), serta desa 

maju 3.608 desa (4,89%).. Penyebab ketertinggalan desa-desa tersebut dapat dilihat dari  

tingkat partisipasi masyarakat . Masalah partisipasi yang masih menjadi penghalang  

menjadi suatu hal yang sulit di kesampingkan karena  untuk membantu suatu desa 

berkembang dan maju dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan yaitu 

masyarakat dan aparatur desa. Partisipasi warga dalam rangka pembangunan desa wajib 

dihadirkan mengingat keberadaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam 

mewujudkan demokrasi di desa. Partisipasi masyarakat dalam berbagai hal seperti 

penyusunan program, penyusunan RPJMDes, dan berbagai hal merupakan suatu tolak 

ukur bagi suatu desa dalam rangkan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di desa. 

Masyarakat yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak diberi kesempatan untuk 

bersuara, mengakses dan mengontrol pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan 

desa akibat dari hal terebut sering kali muncul masalah yang cukup serius terjadi yaitu 

hasil yang dicapai dalam suatu pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diharapakn 

oleh masyarakat tentu saja hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi warga dalam 

proses suatu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Di Desa Kemiri belum 

dilibatkannya masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintah desa masih 

menjadi sala satu alasan sehingga belum efektif dan efisiennya pelayanan. Dalam konteks 

ini, pemdes jelas tidak partisipasi, tidak aspiratif, tidak responsive terhadap kebutuhan 

masyarakat. Bukan hanya di sisi partisipasi yang membuat desa-desa tertinggal akan 

tetapi di sisi transparansi juga adalah penyebabnya.  
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Transparansi dalam berbagai hal merupakan sesuatu yang sangat penting. Adanya 

keterbukaan dari pemerintah desa masih suatu hal yang belum terpenuhi untuk saat ini. 

Transparansi dalam hal ini mencakup informasi, program-program dalam rangka 

pembangunan desa dan yang takkala penting adalah transparansi tentang keuangan desa 

yang masuk dan yang digunakan dalam rangka pembiayaan berbagai program atau 

kegiatan. Dalam transparansi masalah yang sering dialami oleh pemerintah desa adalah 

ketidakmampuan para kepala desa dan jajarannya dalam membuat perencanaan desa,  

tertutupnya informasi sehingga masyarakat tidak bisa mendapat/ memperoleh informasi 

dengan jelas, tidak adanya media yang digunakan untuk menyebarluakan informasi-

informasi baru seperti adanya perubahan tentang biaya pajak dan bangunan dan lain 

sebagainya mengingat keberadaan masyarakat yang berada di padukuhan/dusun cukup 

mempunyai jarak dengan pusat pemerintahan desa, tentu saja hal ini akan sangat 

mempenagrahu terhadap upaya penyebarluasan berbagai informasi yang perlu diketahui 

oleh masyarakat desa. Tanpa adanya transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian 

dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di desa. Akibatnya 

berbagai program atau kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak 

diketahui oleh masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan desa dan hal itu 

akan mengurangi kualitas program atau tindakan tersebut serta kadang hasil dari 

keputusan yang telah diambil merugikan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh masyarakat. Program atau kebijakan yang di ambil secara sepihak oleh pemerintah 

desa dan kadang terkesan dipaksakan karena dalam kenyataan hal tersebut tidak sesuai 

dengan apa yang masyarakat inginkan. Di sisi lain keterbukaan pemerintah desa atas 

keadaan yang sesungguhnya jarang ditampilkan ketika berada dalam suatu forum rapat 
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resmi yang melibatkan banyak kalangan dari dalam desa Kemiri maupun dari luar Desa 

Kemiri. Yang dimaksudkan adalah ketika aparat pemerintah desa lain memaparkan 

keadaan desa yang sesungguhnya di depan forum rapa,t kepala desa tidak suka akan hal 

itu seperti yang dikatakan oleh salah satu aparat pemerintah Desa Kemiri. Masalah yang 

ditemukan juga adalah, ketika pemerintah melakukan suatu kegiatan pembangunan fisik 

yang melibatkan masyarakat desa Kemiri rencana anggarana belanja (RAB) tidak 

diberikan kepada kepalaksana yaitu masyarakat. Jelas hal tersebut menunjukkan 

ketidakterbukaan pemerintah desa Kemiri.  Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi 

sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 

kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan 

pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan 

menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan 

preferensi public. 

Dengan adanya transparansi penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini 

aksesnya hanya dilakukan oleh pemerintahan desa, dapat memberikan kesempatan 

kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan 

keputusan.  Selain itu dengan adanya transparansi dapat mempersempit terjadinya 

tindakan korupsi di kalangan pemerintah desa (Badan Permusyawaratan Desa, kepala 

desa,  dan perangkat desa) dengan terlihatnya masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan dalam artian control dari masyarakat akan lebih muncul dan jelas.  Apalagi 
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saat ini desa sangat diperhatikan dengan diberikan dana desa dalam jumlah yang sangat 

banyak tentu hal in menjadi factor pendorong harus di tampilakannya transparansi. Bukan 

sekedar ditampilkan melalui transparansi akan tetapi sebagai pemerintah desa yang 

mempunyai perlindungan hukum, tanggung jawab dari pemerintah  merupakan bagian 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Misalnya dalam alokasi 

dana desa ( ADD ), pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Desa ( LPJ ), pemerintah 

desa masih banyak belum melibatkan masyarakat dalam proses kesepakatan dan 

masyawarah serta dalam melaksanakan kegiatannya padahal kita ketahui bersama bahwa 

usulan atau suara masyarakat sangat penting apabila akan mengadakan suatu kegaiatan 

karena di zaman yang demokrasi ini pemerintah desa dan masyarakat harus duduk 

bersama untuk membahas dan mengambil keputusan dalam proses pembangunan 

desanya.  

 Responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian 

yang tidak bisa dihindari oleh penyelenggara pemerintah. Karena Responsivitas adalah 

kemampuan birokrasi untuk rnengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini 

mengukur daya tanggap birokasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta 

tuntutan masyarakat (Tangkilisan,2005:177). Responsivitas sangat diperlukan dalam 

pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat (Dilulio, 1991). Responsivitas birokrasi yang rendah juga banyak disebabkan 
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oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran 

birokrasi pelayanan dalam hal ini pemerintah desa. Indikasi nyata dari belum 

dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih 

besarnya gap yang terjadi. Gap terjadi merupakan gambaran pelayanan yang 

memperlihatkan bahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara 

harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 

Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi, ide-ide, ataupun keluhan dari masyarakat 

harus ditindaklanjuti karena sebagai pelayanan masyarakat pemerintah desa sudah 

sewajarnya dan ini merupakan tugas. Di tingkat desa, pemerintah desa berkewajiban 

menyiapkan sarana dan prasarana untuk menampung hal-hal yang berkaitan dengan 

aspirasi dari masyarakat dan yang paling penting pemerintah desa harus mampu 

merespon atau memberi tanggapan terhadap keluhan ataupun ide-ide yang berasal dari 

masyarakat. Banyak fenomena yang terjadi selama ini pemerintah tidak menanggapi ide-

ide yang menjadi kebutuhan masyarakat akibatnya antara apa yang di lakukan pemerintah 

dengan harapan masyarakat tidak selaras atau tidak sesuai dan pada akhirnya 

menimbulkan rasa kecewa oleh masyarakat.  

 Di dalam menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah desa banyak yang kurang 

mampu menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakatnya. Akibat dari 

ketidakmampaun pemerintah desa, banyak persoalan yang tidak mampu diselesaikan atau 

diberikan solusi  terhadap masalah-masalah yang di hadapi masyarakat.  

Kadang pelayanan yang diberikan belum optimal dan masih mendapat keluhan 

atau respon yang negative dari masyarakat. Masyarakat kadang  mengeluh karena 

berbagai alasan akan diberikan oleh pemerintah desa atas apa yang di inginkan 
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masyarakat. Tentu hal ini sangat merugikan masyarakat umum. Hal ini tentu dipengaruhi 

oleh gaya pemerintah yang relative lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada 

kepentingan masyarakat luas, sebab pemerintah desa kurang bersungguh-sungguh dalam 

memberdayakan masyarakatnya. Keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam 

memahami dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berimbas pada msayarakat, 

padahal  dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 mengharuskan tiap-tiap desa 

atau pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip-prinsip good governance guna 

menciptakan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Isi peraturan tersebut 

merupakan sepenuhnya memihak kepada kepentingan masyarakat. Akan tetapi pada 

kenyataannya hal tersebut belum Nampak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 

Sebagai contoh, mengutip Pos Kupang bahwa “ Pelayanan publik di Kabupaten Sumba 

Timur masih memprihatinkan dan masih jauh dari harapan masyarakat. Hasil riset yang 

dilakukan Stimulant Institute Sumba dengan sasaran lima jenis pelayanan publik 

menemukan  banyak persoalan. Lima jenis layanan publik dimaksud, yaitu layanan 

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kesehatan, pendidikan, PLN dan PDA. Hasil 

riset menemukan, pelayanan KTP, misalnya 37,3 persen responden merasakan waktu 

pengurusan lama, 30 persen menyatakan proses pengurusan berbelit-belit.” Dari kutipan 

diatas dapat dilihat bahwa pelayanan yang di berikan oleh pemerintah masih mengalami 

permasalahan.  Hal in tentu saja akan mendapatkan dampak yang kurang posistif dari 

masyarakat hal ini terlihat dengan berbagai tuntutan pelayanan public sebagai tanda 

ketidakpusana masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih 

diposisikan sebagai obyek bukan subyek.  
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Konsep akuntabilitas ini menuntut adanya kepastian hukum yang jelas, tegas , 

diketahui masyarakat desa di satu pihak, serta upaya  penegakkan hukum yang efektif, 

konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain.  Kepastian hukum juga merupakan 

indicator penting dalam penimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintah desa, 

legitimasi di hadapan rakyat, serta pemangku kepentingan di desa. 

Pertanggung jawaban merupakan wujud  dari apa yang telah pemerintah lakukan. 

Dan pertanggung jawaban ini harus diketahui oleh masyarakat. Misalnya pertanggung 

jawaban pemerintah desa terhadap apa yang telah dikerjakan dengan berpedoman pada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang dibuat setiap 5 tahun 

sekali dan juga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) dibuat setiap tahunnya 

sebagai wujud pertanggungjawaban secara tertulis.  

Masalah yang ditemukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa Kemiri dalam 

memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat belum dilakukan secara efektif, hal 

ini disebabkan karena laporana pertanggungjawaban dalam bentuk LPJ pada akhir tahun 

tidak semua masyarakat mengetahui hal tersebut. Di sisi lain minimnya media 

penyerbarluasa informasi tentang laporan pertanggungjawaban menjadi kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Desa Kemiri.  

Perlunya pertanggumgjawaban pemerintah desa terhadap semua kegiatan ataupun 

program sangat penting guna memberikan kepastian kepada masyarakat dan pemerintah 

yang lebih tinggi terhadap tugas dan kewajibannya sebagai pemerintah desa. Laporan 

pertanggungjawaban harus ada pada setiap akhir tahun dan dalam laporan tersebut 

hendaknya berisikan semua kegaiatan yang telah dilaksanakan, baik mengenai waktu 
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pelaksanaan maupun tentang semua pembiayaannya intinya laporan tersebut harus 

berisikan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.  

 Isu governance mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia 

didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi pemerintah 

maupun di sisi warga.  

Ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di Negara ini diharapkan menjadi 

lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya public, efektif menjalankan 

fungsi pelayanan public, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan 

hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan social. Sejalan dengan harapan baru 

tersebut terhadap peran Negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga 

yang memilki kesadaran akan hak dan kewajibannya, lebih terinformasi, memiliki 

solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan 

public, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi public 

lainnya, tidak apatis , serta tidak mementingkan diri sendiri. Adanya perubahan di sisi 

pemerintah dan warga seperti di atas , berarti adanya perubahan dalam pola governance.  

Pentingnya penerapan good governance  di beberapa Negara sudah meluas  mulai 

tahun 1980-an dan di Indonesia good governance mulai diperkenalkan secara mendalam 

tahun 1990-an sebagai wacana penting yang muncul dalam pembahasan, diskusi, 

penelitian dan dilingkungan pemerintah serta dunia swasta. Sejak krisis moneter dan 

krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1980-an, setia 

desa harus bisa menerapkan prinsip-prinsip good governance agar bisa memberikan suatu 

pelayanan  yang baik terhadap masyarakat secara menyeluruh. Seperti yang kita ketahui 

bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.  
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Desa ideal tentu saja desa yang berpedoman pada penerapan prinsip-prinsp good 

governance yang baik. Dengan menjalankan prinsip good governance, maka pemerintah 

desa tidak akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana 

mestinya. Penerapan good goernance merupakan kebutuhan masyarakat, hal ini penting 

demi terciptnya suatu politik pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat 

yang seuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum.  Hal ini dapat  pula menjadi 

factor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa proses 

pemerintahan yang itu dari segi proses perumusan kebijakkan public, penyelenggaraan 

pembangunan, pelaksanaan birokrasi public pemerintah agar berjalan secara transparan, 

efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai upaya untuk melaksanakan 

asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang mengrefleksikan dijunjung tingginya aspek 

pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkan nila-nilai keadilan dan solidaritas 

sosila serta hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dengan 

menerapkan rule of law atau supreasi hukum dalam berbagi aspek kehiudpan. Good 

governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat 

kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintah yang harus dijadikan 

pedoman penyelenggaraan kehidupan di dalam pemerintah desa. Penerapan good 

governance merupakan suatu hal yang sangay penting  dalam upaya mewujdukan 

pemerintah desa yang efektif, efisien, mandiri serta bebas KKN.  

Konteks pengelolaan desa yang berdasarkan prinsip good governance atau desa 

ideal adalah yang transparansi yang berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang 

berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti peraturan desa dan peratuaran-
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peraturan lainnya yang merupakan hasil produk dari desa itu sendiri. Ketersediaan 

informasi yang handal dan berkala harus dapat diakses oleh public yang dibangun atas 

pijakkan kebebasan arus informasi yang memadai untuk dipahami dan untuk kemudian 

dapat dipantau.  Dengan adanya keterbukaan jelas akan mengurangi ketidakpastian dalam 

proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakkan public, karena 

penyebarluasan informasi selama ini aksesnya hanya dilakukan oleh pemerintah desa, 

dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan.  

Desa berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada 

tingkat desa. Nampaknya pemerintah desa belum mampu melihat secara luas dan 

menyeluruh tentang hal tersebut. Pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan perannya 

harus mampu secara efektif dan efisien demi terwujudkan pemerintah yang lebih baik  

sesuai dengan good governance. Kinerja pemerintah desa  dapat dicermati dari praktek 

pelayanan public dan koodinasi  kegiatan pemerintah dengan perangkat desa. 

Penyelewengan-penyelewengan  oleh pemerintah desa karena tidak diterapkannya 

prinsip-prinsip good governance membuat penulis akhirnya tertarik melihat bagaimana 

praktek good governance di desa.   
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